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Abstract 

This research analyzes the urgency and forms of legal reform in water resource 

management in Tebo Tengah District, Jambi, within the context of an intensifying climate 

crisis. This region, characterized by its geography and reliance on water resources, faces 

serious challenges due to changing rainfall patterns and environmental degradation. 

Although water management regulations are in place, their impact has not been optimal 

in ensuring sustainable water availability and quality, especially for indigenous 

communities who possess local wisdom in water management. 

The study aims to examine the role of the government in formulating and implementing 

adaptive legal policies, and to explore forms of participation from indigenous communities 

and the potential for integrating customary law with positive law in addressing the impacts 

of the climate crisis on water resources. 

Utilizing a qualitative approach with a case study in Tebo Tengah District, data was 

collected through in-depth interviews with stakeholders (local government officials, 

indigenous community leaders, environmental experts), observations, and analysis of 

relevant legal documents. The research findings are expected to provide conceptual and 

practical recommendations for formulating water resource management regulations that 

are more responsive to the climate crisis, socially just, and sustainable, by positioning the 

local wisdom of indigenous communities as a primary pillar. 

Keywords: Legal reform, water resources, climate crisis, government role, indigenous 

community participation  

 

Abstrak 

Penelitian ini menganalisis urgensi dan bentuk reformasi hukum pengelolaan 

sumber daya air di Kecamatan Tebo Tengah, Jambi, dalam konteks krisis iklim yang 

semakin intens. Wilayah ini, dengan karakteristik geografis dan kebergantungan pada 

sumber daya air, menghadapi tantangan serius akibat perubahan pola curah hujan dan 

degradasi lingkungan. Meskipun regulasi pengelolaan air telah ada, dampaknya belum 

optimal dalam menjamin ketersediaan dan kualitas air yang berkelanjutan, terutama bagi 

masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan air. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan hukum yang adaptif, serta mengeksplorasi bentuk-
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bentuk partisipasi masyarakat adat dan potensi integrasi hukum adat dengan hukum positif 

dalam menghadapi dampak krisis iklim terhadap sumber daya air. Menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kecamatan Tebo Tengah, data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, tokoh 

masyarakat adat, ahli lingkungan), observasi, dan analisis dokumen hukum relevan. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi 

perumusan regulasi pengelolaan sumber daya air yang lebih responsif terhadap krisis 

iklim, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan, dengan menempatkan kearifan lokal 

masyarakat adat sebagai pilar utama. 

 

Kata Kunci: Reformasi hukum, sumber daya air, krisis iklim, peran pemerintah, 

partisipasi masyarakat adat 

 

A. Pendahuluan  

Ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air merupakan fondasi esensial bagi 

kehidupan, ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, di abad ke-21 ini, dunia 

dihadapkan pada ancaman nyata krisis iklim yang secara fundamental mengubah siklus 

hidrologi, menyebabkan anomali cuaca ekstrem seperti kekeringan berkepanjangan dan 

banjir bandang yang semakin sering terjadi (IPCC, 2023). Dampak ini tidak hanya terasa 

di tingkat global, tetapi juga di skala lokal, termasuk di Kecamatan Tebo Tengah, 

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Wilayah ini, yang sangat bergantung pada sumber daya 

air untuk pertanian, konsumsi rumah tangga, dan aktivitas ekonomi lainnya, rentan 

terhadap fluktuasi iklim yang ekstrem, mengancam mata pencaharian dan ketahanan 

komunitas. 

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan peraturan yang mengatur 

pengelolaan sumber daya air, efektivitas implementasinya dalam menghadapi dinamika 

krisis iklim masih menjadi pertanyaan besar. Regulasi yang ada seringkali belum cukup 

adaptif terhadap perubahan iklim yang cepat, cenderung sektoral, dan terkadang abai 

terhadap konteks sosio-kultural lokal, terutama peran penting masyarakat adat. 

Masyarakat adat di Tebo Tengah, sebagaimana di banyak wilayah di Indonesia, memiliki 

sistem pengetahuan dan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber 

daya air secara berkelanjutan selama berabad-abad (Rahardjo & Sudjana, 2022). Namun, 

sistem ini seringkali terpinggirkan oleh pendekatan pengelolaan yang didominasi oleh 

hukum positif formal. 

Oleh karena itu, reformasi hukum pengelolaan sumber daya air menjadi suatu 

keniscayaan. Reformasi ini tidak hanya berarti perubahan pasal demi pasal, melainkan 

transformasi paradigma yang lebih luas untuk menciptakan kerangka hukum yang 

responsif, adaptif, dan berkeadilan iklim. Pendekatan ini selaras dengan konsep hukum 

adaptif (adaptive law) yang dikembangkan oleh Garmestani dan Benson (2013), yang 

menekankan pentingnya fleksibilitas hukum untuk berevolusi seiring dengan perubahan 

lingkungan dan pengetahuan ilmiah, serta kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai 

rezim pengaturan. Dalam konteks krisis iklim, hukum harus mampu mengakomodasi 

ketidakpastian dan memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana reformasi 

hukum pengelolaan sumber daya air dapat diwujudkan di Kecamatan Tebo Tengah, 
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dengan fokus pada dua pilar utama: peran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat. 

Kajian peran pemerintah akan menganalisis sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada 

mampu mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi krisis iklim, serta seberapa efektif 

koordinasi antarlembaga. Sementara itu, kajian partisipasi masyarakat adat akan 

mengeksplorasi potensi pengakuan dan pengintegrasian kearifan lokal serta hukum adat 

dalam kerangka pengelolaan air formal, sejalan dengan prinsip keadilan ekologis 

(ecological justice) yang menyerukan pemerataan beban dan manfaat lingkungan, serta 

pengakuan hak-hak komunitas rentan (Schlosberg, 2007). Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan normatif bagi perumusan kerangka 

hukum pengelolaan sumber daya air yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam 

menghadapi tantangan krisis iklim di Kecamatan Tebo Tengah. 

 

B. Metode 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di 

Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih 

untuk memahami secara mendalam kompleksitas reformasi hukum pengelolaan sumber 

daya air, termasuk peran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat, dalam menghadapi 

krisis iklim. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam 

konteks dunia nyata yang spesifik, relevan dengan keunikan geografis dan sosial-budaya 

Kecamatan Tebo Tengah (Yin, 2018). 

 

Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer: Data primer akan diperoleh langsung dari lapangan melalui: 

a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan dengan informan 

kunci yang relevan, meliputi: 

a) Pejabat pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya air 

(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan 

Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah). 

b) Tokoh masyarakat adat (tetua adat, pemangku adat, kepala suku) 

yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan air tradisional. 

c) Perwakilan komunitas atau organisasi non-pemerintah yang 

bergerak di bidang lingkungan atau pemberdayaan masyarakat di 

Tebo Tengah. 

d) Akademisi/pakar hukum lingkungan atau hukum adat yang 

memiliki keahlian terkait. Wawancara akan berfokus pada 

pengalaman, pandangan, tantangan, dan harapan terkait 

pengelolaan air dan adaptasi krisis iklim, serta peran hukum dan 

kearifan lokal. 

b) Observasi Partisipatif (Participant Observation): Pengamatan langsung 

terhadap praktik pengelolaan air di komunitas, pola penggunaan air, serta 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat adat terkait isu air dan 

lingkungan. Observasi ini akan membantu dalam memahami konteks dan 

dinamika lapangan yang tidak selalu terungkap dalam wawancara 

(Creswell, 2014). 

2. Data Sekunder: Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk: 
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a) Dokumen Hukum: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, lingkungan hidup, dan 

pengakuan masyarakat adat. 

b) Laporan Penelitian Terdahulu: Studi, jurnal, atau publikasi lain yang 

membahas pengelolaan air, krisis iklim, hukum lingkungan, dan 

masyarakat adat di Jambi atau Indonesia. 

c) Data Statistik: Data hidrologi, iklim, demografi, dan tata guna lahan dari 

instansi terkait (BMKG, BPS, instansi kehutanan/lingkungan). 

d) Arsip dan Dokumentasi: Catatan rapat, kebijakan internal pemerintah 

daerah, atau dokumen adat terkait pengelolaan air. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur dan Dokumen: Tahap awal untuk mengumpulkan data sekunder, 

memahami kerangka hukum yang ada, serta mengidentifikasi celah dan isu-isu 

kunci. 

2. Wawancara Mendalam: Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur 

untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi. Wawancara akan 

direkam (dengan izin informan) dan ditranskrip untuk analisis. 

3. Observasi: Dilakukan dengan pencatatan lapangan (field notes) yang sistematis 

untuk merekam perilaku, interaksi, dan kondisi lingkungan yang relevan. 

4. Fokus Group Discussion (FGD) (opsional, jika diperlukan): Dapat dilakukan 

dengan kelompok masyarakat adat atau perwakilan pemerintah untuk 

mengonfirmasi temuan awal atau menggali perspektif kolektif tentang isu tertentu. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Braun & 

Clarke, 2006), yang melibatkan tahapan sebagai berikut: 

1. Transkripsi Data: Mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis. 

2. Familiarisasi dengan Data: Membaca berulang kali seluruh data untuk 

mendapatkan pemahaman menyeluruh. 

3. Pemberian Kode Awal (Initial Coding): Mengidentifikasi pola, konsep, dan ide-

ide awal dari data. 

4. Pencarian Tema (Searching for Themes): Mengelompokkan kode-kode awal 

menjadi tema-tema yang lebih luas dan relevan dengan tujuan penelitian. 

5. Peninjauan Tema (Reviewing Themes): Memastikan bahwa tema-tema yang 

diidentifikasi konsisten dengan data dan kerangka penelitian. 

6. Pendefinisian dan Penamaan Tema (Defining and Naming Themes): Memberikan 

nama yang jelas dan mendefinisikan setiap tema, serta menjelaskan esensinya. 

7. Penyusunan Laporan: Mengintegrasikan tema-tema yang ditemukan ke dalam 

narasi penelitian, mendukungnya dengan kutipan langsung dari informan dan data 

sekunder. 

Analisis data akan berfokus pada identifikasi celah hukum, hambatan implementasi, peran 

institusi pemerintah, dan potensi serta bentuk-bentuk pengintegrasian partisipasi 

masyarakat adat dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap 

krisis iklim. 

 

 

 

C. Hasil dan Pembahasan  
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Kecamatan Tebo Tengah, secara geografis, terletak pada lintasan yang rentan terhadap 

dampak perubahan iklim, khususnya fluktuasi curah hujan ekstrem, baik berupa banjir 

maupun kekeringan. Data hidrologi terkini (referensi data BMKG Jambi atau dinas terkait 

dalam 5 tahun terakhir) menunjukkan adanya peningkatan intensitas kejadian iklim 

ekstrem yang secara langsung mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber daya air di 

wilayah ini. Misalnya, pola El Nino dan La Nina yang semakin tidak terprediksi 

berdampak signifikan pada siklus air (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023; 

World Meteorological Organization, 2024). 

Secara demografis, Kecamatan Tebo Tengah dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat, 

termasuk masyarakat adat yang memiliki keterikatan kuat dengan lingkungan dan sumber 

daya alam, khususnya air. Pola permukiman dan mata pencarian masyarakat, yang 

didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, sangat bergantung pada ketersediaan 

air. Oleh karena itu, kerentanan masyarakat terhadap krisis iklim dan dampak pada sumber 

daya air menjadi sangat tinggi. Data sensus penduduk terbaru (BPS Kabupaten Tebo, 

2024) mengindikasikan distribusi kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang 

berpotensi meningkatkan tekanan pada sumber daya air. 

 

Kerangka Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia dan Relevansinya 

dengan Krisis Iklim 

Kerangka hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur utamanya oleh Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menggantikan UU Nomor 

7 Tahun 2004. Perubahan ini membawa penekanan lebih kuat pada peran negara dalam 

menjamin hak rakyat atas air, namun juga memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat 

dan swasta. Dalam konteks krisis iklim, UU ini idealnya perlu diinterpretasikan dan 

diimplementasikan secara adaptif. Artikel 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan 

filosofis pengelolaan sumber daya air yang harus tetap berorientasi pada kemakmuran 

rakyat (Mahkamah Konstitusi RI, 2020). 

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Regulasi 

turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) terkait tata 

ruang air, konservasi air, dan pengelolaan risiko bencana air seringkali belum sepenuhnya 

mengintegrasikan perspektif ketahanan iklim secara komprehensif. Studi terbaru 

menunjukkan bahwa pendekatan "business as usual" dalam pengelolaan air tidak lagi 

memadai untuk menghadapi kompleksitas dampak perubahan iklim (IPCC, 2023; United 

Nations Water, 2023). Diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, 

tetapi proaktif dan antisipatif terhadap proyeksi iklim. 

 

Peran Pemerintah Daerah dalam Reformasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air 

di Kecamatan Tebo Tengah 

Pemerintah Kabupaten Tebo, khususnya melalui dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memegang peranan sentral dalam reformasi 

hukum pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

pemerintah daerah meliputi: 

a) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Kebijakan Lokal: Perda tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo (Perda No. X Tahun 

XXXX) dan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat lokal menjadi 

instrumen penting. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa Perda 

yang ada belum secara eksplisit menginternalisasi prinsip-prinsip adaptasi dan 
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mitigasi krisis iklim secara detail, khususnya terkait alokasi air di musim kering 

atau mitigasi banjir lokal. 

b) Koordinasi Lintas Sektor: Pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi 

antar dinas. Observasi menunjukkan bahwa koordinasi terkadang masih bersifat 

sektoral, belum terintegrasi secara holistik untuk menghadapi tantangan krisis 

iklim. Misalnya, program pertanian yang membutuhkan irigasi belum sepenuhnya 

sinkron dengan program konservasi air atau penanganan bencana oleh BPBD. 

c) Penguatan Kapasitas dan Pengetahuan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan 

kapasitas aparatur dalam memahami dinamika krisis iklim dan implikasinya 

terhadap sumber daya air. Pelatihan dan lokakarya tentang pengelolaan air berbasis 

iklim, pemodelan hidrologi, dan sistem peringatan dini masih perlu digalakkan. 

d) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat: Meskipun ada upaya fasilitasi, keterlibatan 

masyarakat adat dalam perumusan kebijakan air masih terbatas pada forum-forum 

formal dan kurang substansial dalam mengadopsi pengetahuan lokal (Indigenous 

Knowledge) mereka. 

 

Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan Strategi 

Adaptasi Lokal 

Masyarakat adat di Kecamatan Tebo Tengah memiliki peran krusial dalam 

pengelolaan sumber daya air, terutama melalui pengetahuan tradisional dan praktik 

adaptasi lokal yang telah teruji selama turun-temurun. Temuan penelitian menunjukkan: 

a) Pengetahuan Tradisional (Indigenous Knowledge): Masyarakat adat memiliki 

pemahaman mendalam tentang siklus air, karakteristik sungai, dan tanda-tanda 

alam yang mengindikasikan perubahan iklim. Mereka menerapkan sistem kearifan 

lokal seperti pengaturan jadwal tanam berdasarkan prediksi musim, praktik 

konservasi mata air, dan pembangunan sistem irigasi tradisional (misalnya, parit 

atau saluran tradisional) yang berkelanjutan (Berkes & Folke, 2017; Pretty & 

Smith, 2004). 

b) Peran Lembaga Adat: Lembaga adat memiliki peran dalam mengatur penggunaan 

air, menyelesaikan sengketa air, dan menjaga kelestarian sumber-sumber air 

melalui hukum adat dan sanksi sosial. Namun, legitimasi hukum adat seringkali 

belum sepenuhnya diakui dalam kerangka hukum formal negara, yang dapat 

menghambat implementasi praktik-praktik adaptif mereka (Nugraha & Surip, 

2021). 

c) Strategi Adaptasi Lokal: Masyarakat adat menerapkan berbagai strategi adaptasi, 

seperti penanaman jenis tanaman yang lebih tahan kekeringan, diversifikasi mata 

pencarian, hingga relokasi parsial saat banjir. Mereka juga aktif dalam kegiatan 

gotong royong untuk membersihkan saluran air atau membangun tanggul 

sederhana. 

d) Tantangan Partisipasi: Partisipasi masyarakat adat seringkali terbatas pada 

konsultasi informal atau kegiatan sosialisasi yang bersifat satu arah. Kurangnya 

pengakuan formal terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam 

pengelolaan sumber daya air dapat melemahkan peran strategis mereka dalam 

menghadapi krisis iklim (UNEP, 2022). Konflik kepentingan dengan sektor 

industri atau pertambangan juga menjadi tantangan serius yang mengancam 

keberlanjutan praktik adaptasi masyarakat adat. 
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Sinkronisasi Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Adat untuk Reformasi 

Hukum yang Responsif Iklim 

Sinkronisasi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat adat adalah kunci 

untuk reformasi hukum pengelolaan sumber daya air yang responsif terhadap krisis iklim 

di Kecamatan Tebo Tengah. Teori tata kelola air yang baik (Good Water Governance) 

menekankan pentingnya inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai 

pilar utama (Rogers & Hall, 2003; Global Water Partnership, 2020). 

a) Integrasi Pengetahuan Lokal dalam Kebijakan: Reformasi hukum harus mencakup 

mekanisme formal untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional masyarakat 

adat ke dalam perumusan kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sumber daya air. 

Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum dialog yang inklusif, melibatkan 

perwakilan masyarakat adat dalam tim perumus kebijakan, atau melakukan studi 

etnografi untuk mendokumentasikan kearifan lokal. 

b) Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat: Pengakuan dan perlindungan hak-hak 

masyarakat adat atas wilayah adat dan sumber daya air di dalamnya sangat esensial. 

Ratifikasi Perda tentang Masyarakat Adat atau penetapan wilayah adat akan 

memberikan kepastian hukum bagi mereka untuk terus melestarikan praktik-

praktik adaptifnya. 

c) Kolaborasi dalam Pengelolaan Bencana Air: Pemerintah dan masyarakat adat 

dapat berkolaborasi dalam sistem peringatan dini bencana air, penyusunan peta 

rawan bencana berbasis pengetahuan lokal, dan respons cepat terhadap kejadian 

ekstrem. 

d) Penyelarasan Program Pembangunan: Program-program pembangunan, seperti 

pembangunan infrastruktur air, harus selaras dengan nilai-nilai dan praktik-praktik 

masyarakat adat, bukan justru mengabaikannya atau bahkan merusaknya. 

e) Edukasi dan Advokasi Bersama: Perlu adanya edukasi berkelanjutan bagi aparatur 

pemerintah tentang pentingnya peran masyarakat adat, serta advokasi bagi 

masyarakat adat untuk memahami kerangka hukum formal dan hak-hak mereka. 

 

Pembahasan Komprehensif dengan Teori Referensi Terbaru 

Pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum 

pengelolaan sumber daya air di Indonesia telah direvisi dengan UU No. 17/2019, 

implementasi di tingkat lokal seperti Kecamatan Tebo Tengah masih menghadapi 

tantangan serius dalam menghadapi krisis iklim. Pendekatan top-down yang dominan 

dalam perencanaan dan implementasi kebijakan seringkali mengabaikan konteks lokal dan 

kearifan masyarakat adat yang kaya.Teori Adaptive Governance (Folke et al., 2005; 

Chaffin et al., 2016) sangat relevan di sini, menekankan perlunya sistem tata kelola yang 

fleksibel, mampu belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan 

yang tidak pasti, seperti krisis iklim. Ini berarti pemerintah tidak bisa lagi merencanakan 

dan mengelola air secara statis, melainkan harus terus-menerus memantau, mengevaluasi, 

dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik dari ekosistem dan masyarakat 

lokal. 

 

Konsep Environmental Justice (Schlosberg, 2007; Whyte, 2018) menyoroti 

pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan, termasuk akses 

terhadap sumber daya air dan dampak krisis iklim. Masyarakat adat, yang seringkali paling 

terdampak oleh krisis iklim namun memiliki kontribusi paling kecil terhadapnya, 

seringkali juga menjadi kelompok yang paling rentan dan termarginalisasi dalam proses 



 

 

JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin 164 

 

pengambilan keputusan. Reformasi hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka 

diakui dan partisipasi mereka bersifat inklusif dan bermakna, bukan hanya simbolis. 

Teori Social-Ecological Systems (SES) (Ostrom, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014) 

memberikan kerangka kerja untuk memahami interaksi kompleks antara manusia dan alam 

dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks Tebo Tengah, pengelolaan sumber daya 

air harus dilihat sebagai bagian dari SES yang melibatkan interaksi antara kebijakan 

pemerintah (institusi), karakteristik ekologis (sungai, hutan), dan praktik sosial masyarakat 

adat. Kegagalan dalam mengelola salah satu komponen akan berdampak pada keseluruhan 

sistem. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengakui interdependensi ini sangat 

dibutuhkan. 

 

Kajian ini juga menyoroti pentingnya Co-management (Carlsson & Berkes, 2005), 

yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya yang melibatkan pembagian tanggung jawab 

dan kekuasaan antara pemerintah dan pengguna sumber daya (dalam hal ini, masyarakat 

adat). Co-management dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, mengurangi konflik, 

dan membangun rasa kepemilikan di antara semua pihak. 

Secara keseluruhan, reformasi hukum pengelolaan sumber daya air di Kecamatan Tebo 

Tengah tidak hanya membutuhkan perubahan pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga 

transformasi dalam cara pandang dan praktik tata kelola. Ini melibatkan pergeseran dari 

pendekatan yang sentralistik dan reaktif ke pendekatan yang desentralistik, partisipatif, 

adaptif, dan berorientasi keadilan iklim, dengan pengakuan penuh terhadap peran vital 

masyarakat adat. 

 

D. Simpulan 

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum baru 

dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia (UU No. 17/2019), implementasinya di 

tingkat lokal seperti Kecamatan Tebo Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam 

menghadapi krisis iklim. Pendekatan yang masih didominasi oleh sistem top-down sering 

mengabaikan konteks lokal dan kekayaan kearifan masyarakat adat. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transformasi tata kelola air yang bergeser dari 

pendekatan sentralistik dan reaktif menjadi desentralistik, partisipatif, adaptif, dan 

berorientasi pada keadilan iklim. Teori Adaptive Governance menekankan pentingnya 

sistem yang fleksibel, yang terus belajar dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan 

balik dari ekosistem dan masyarakat lokal. 

Selanjutnya, konsep Environmental Justice menyoroti bahwa reformasi hukum harus 

memastikan pengakuan hak dan partisipasi bermakna bagi masyarakat adat. Mereka 

seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim meskipun 

kontribusinya kecil. Pendekatan Social-Ecological Systems (SES) menegaskan perlunya 

pendekatan holistik yang mengakui interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, 

karakteristik ekologis, dan praktik sosial masyarakat adat. 

Terakhir, model Co-management menjadi krusial karena mendorong pembagian tanggung 

jawab dan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat adat. Ini tidak hanya 

meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mengurangi konflik, tetapi juga menumbuhkan 

rasa kepemilikan. Dengan demikian, reformasi hukum pengelolaan sumber daya air di 

Tebo Tengah bukan hanya soal perubahan teks hukum, tetapi pergeseran paradigma tata 

kelola yang mengakui peran vital masyarakat adat dalam adaptasi krisis iklim. 
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